
 

 

96 

BAB IV 

KESIMPULAN 

 

 

Pada bab ini penulis akan menyimpulkan pembahasan yang sudah terdapat 

di bab-bab sebelumnya dalam skripsi ini. Pada Bab 1 penulis menuliskan 

pertanyaan penelitian yang menjadi pokok bahasan di Bab 3, pertanyaan 

penelitian tersebut adalah “Apa saja kepentingan dan bentuk-bentuk 

kerjasama anti teror antara Kepolisian Republik Indonesia dan Kepolisian 

Federal Australia pasca Bom Bali 1?”.Fokus pembahasan pada skripsi ini 

adalah kerjasama yang dilakukan antara kedua institusi kepolisian dari Indonesia 

dan Australia dalam melawan tindak kejahatan transnasional Terorisme pasca 

Bom Bali 1. Pembatasan penelitian ini mengingat bahwa Indonesia dan Australia 

menemui ancaman yang sama dalam menjaga keamanan dan ketertiban kedua 

negaranya dari bahaya Terorisme, dan institusi Kepolisian merupakan instrumen 

utama dalam melawan Terorisme tersebut.  

Sedangkan pada Bab 2 pembahasan berfokus kepada profil dan peranan 

dari kedua institusi kepolisian Indonesia dan Australia di negara masing-masing, 

ditambah dengan dasar hukum yang mendasari kerjasama antara kedua institusi 

kepolisian tersebut dalam melawan tindakan Terorisme. 

Pada Bab 3 pembahasan mulai difokuskan untuk menjawab pertanyaan 

penelitian yang ada di dalam Bab 1, diawali dengan deskripsi dari Terorisme itu 

sendiri, deskripsi kejadian terorisme yang menimpa Bali pada tanggal 12 Oktober 
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2002 yang menjadi awal mula kerjasama anti teror antara Indonesia dan Australia 

lewat Polri dan AFP. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Mathiew Deflem 

terkait dengan Kerjasama Internasional Kepolisian dimana deflem berpendapat 

bahwa untuk melakukan sebuah kerjasama antara dua institusi kepolisian perlu 

adanya otonomi dari pemerintah negara tempat Institusi kepolisian tersebut 

berasal dan juga didasari atas kepentingan yang sama dalam  kerja sama tersebut, 

selanjutnya diperlukan adanya dasar dalam melakukan kerjasama, harus adanya 

sebuah pusat pertukaran informasi dan pelatihan, adanya pertemuan guna 

mendiskusikan poin-poin kerjasama. Melalui teori tersebut dapat dihubungkan 

dengan kasus dalam penelitian yang mana Polri dan AFP melakukan kerjasama 

didasari atas kepentingan yang sama yaitu sama-sama ingin mengamankan dan 

menertibkan wilayah Indonesia dan Australia dari ancaman terorisme dan hal 

tersebut dilakukan oleh Kepolisian karna Kepolisianlah yang memiliki Otonomi 

dalam tindakan melawan terorisme di wilayah negara Indonesia dan Australia.  

Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepolisian Federal Asutralia 

melihat semenjak terjadinya kejahatan terorisme pada 12 Oktober 2002 di Bali 

yang memakan banyak korban Jiwa baik itu dari Indonesia maupun Australia 

maka kedua negara ini lewat institusi penegak hukumnya perlu untuk melakukan 

kerjasama demi menjaga keamanan dan ketertiban wilayah kedua negara. Dan 

dalam melakukan dan mewujudkan kepentingan tersebut kedua institusi 

kepolisian ini melakukan berbagai kegiatan kerjasama yang berlatar belakang dari 

kejahatan terorisme tersebut, mengenai bentuk-bentuk kerja sama yang dilakukan 

oleh kedua institusi kepolisian ini, bentuk kerjasama yang paling sering dilakukan 
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adalah lewat kegiatan pelatihan dan pertukaran informasi antara kedua institusi 

kepolisian yang diwujudkan dengan pembentukan pusat pertukaran informasi dan 

pusat pelatihan yaitu JCLEC dan TNCC di wilayah Indonesia, dengan 

dibangunnya pusat pelatihan dan pertukaran informasi tersebut akan 

mempermudah proses koordinasi antara AFP dan Polri dalam melakukan kegiatan 

kerjasama, hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Mathiew Deflem 

yang mana ia menyebutkan bahwa untuk memperlancar proses kerjasama antara 

intitusi kepolisian dari kedua negara perlu diadakan sebuah pusat pertukaran 

informasi dan pusat kegiatan kerja sama antara kedua pihak yang bekerjasama. . 

Deflem juga mengatakan bahwa perlu diadakannya sebuah kelompok kerjasama 

yang dibentuk untuk memperlancar poin-poin kerja sama yang sudah disetujui 

sebelumnya, hal ini dibuktikan dengan diadakannya pertemuan antara Kepolisian 

Republik Indonesia dan Kepolisian Federal Australia yang dilakukan rutin setiap 

tahun yang bertempatan secara bergantian di Australia maupun Indonesia yang 

bertujuan untuk menjaga hubungan baik dan membicarakan mengenai proses 

kerjasama yang dilakukan dan mendiskusikan apa saja hambatan dan rintangan 

yang mungkin akan dihadapi serta mempertimbangkan masalah-masalah baru 

yang mungkin akan muncil sehingga perlu dijadikan bahan dalam proses 

perjanjian kerjasama selanjutnya. 

Deflem juga menyebutkan pentinganya pemisahan antara unsur politik 

negara dalam proses pelaksanaan kerjasama antara kedua institusi kepolisian, 

mengingat hubungan Indonesia dan Australia yang dapat dibilang sebagai 

hubungan yang pasang surut yang bisa di suatu saat hubungan kedua negara ini 
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baik namun disuatu saat kemudian hubungan kedua negara ini kembali memanas, 

maka perlua dipisahkannya unsur politik dan diberikannya otonomi penuh kepada 

Kepolisian untuk melakukan kerjasama dirasa sangatlah perlu. Hal ini terbukti 

disaat Indonesia dan Australia sedang dilanda masalah terkait penyadapan oleh 

Pemerintah Australia terhadap Pejabat Negara Indonesia pada tahun 2013 

dianngap tidak terlalu berpengaruh kepada proses kerjasama antara Polri dan AFP 

hal ini dibuktikan dengan tetap diadakan pertemuan terkait perjanjian kerja sama 

Polri dan AFP pada tahun 2014. 

Sampai saat ini Polri dan AFP masih rutin untuk melakukan pertemuan-

perteuan terkait dengan penyelesaian kasus kejahatan lintas negara, melalui Senior 

Officer Meeting yang dilakukan setiap tahun antara Indonesia dan Australia, 

kedua pihak selalu merapatkan dan mendiskusikan bagaimana kerja sama akan 

terus terjalin dan semakin berguna dalam proses pemerintahan guna mewujudkan 

segala tujuan dan kepentingan yang harus dicapai dalam proses kerja sama ini. 

Sehingga dapat dilihat bahwa melalui penelitian ini penulis dapat 

menjawab pertanyaan penelitian yaitu apa saja kepentingan dan bentuk – 

bentuk kerjasama anti teror antara Polri dan AFP pasca Bom Bali 1?” 

kepentingan yang dapat penulis simpulkan adalah kedua negara lewat institusi 

kepolisiannya ingin menjaga kestabilan dan keamanan serta ketertiban kedua 

wilayah negara yang telah terganggu dan terancam semenjak terjadinya Bom Bali 

1 yang memakan banyak korban dari kedua negara. Dan bentuk-bentuk kerjasama 

yang dilakukan antara Polri dan AFP meliputi kerjasama dalam pertukaran 

informasi dan pelatihan serta pengembangan kapasitas dari anggota-anggota 
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kepolisian Indonesia dan Australia yang diwujudkan dengan dibangunnya JCLEC 

dan TNCC sebagai pusat pelatihan dan pertukaran informasi dari kedua negara 

terkait kasus terorisme. Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa seiring 

berjalannya waktu Indonesia sudah mulai mampu dan dapat melawan kejahatan 

terorisme berdasarkan kekuatan Polri yang mana kekuatan tersebut hasil dari 

kerjasama yang dilakukan dengan AFP melalui program-program pelatihan yang 

dilakukan antara Polri dan AFP. Kegiatan pelatihan yang dilakukan di JCLEC 

terbukti berhasil karna semenjak pembentukan JCLEC lebih dari 10.000 personel 

Polri dan AFP telah melakukan pelatihan dan menjadi aktor-aktor utama dan 

memegang posisi strategis dalam memberantas kegiatan terorisme di institusi 

kepolisian baik itu Polri maupun AFP. 

Serta pembentukan TNCC juga dianggap sebuah kerjasama yang sangat 

menguntungkan baik itu bagi AFP maupun Polri karna lewat TNCC ini lah kedua 

institusi kepolisian dapat berbagi informasi terkaitu kejahatan transnasional 

khususnya terorisme, segala informasi baik itu umum maupun intelejen 

ditukarkan lewat teknologi yang telah dibangun dan di aplikasikan lewat TNCC, 

TNCC juga merupakan markas dari Detasemen Khusus 88 yang merupakan 

struktur utama Polri dalam melawan kegiatan terorisme. 
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